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_INDONESIA-AUSTRALIA

Menbhan vang Bexrhhalc
Hentilkkan Kerjasama

FJAK ARTA-Sekretaris Fraksi Partai Keadilan
Sejahtera (PKS) DPR RI, Sukamta mengatakan
secara administrasi soal melakukan atau Mmeng-
hentikan kerjasama itu adalah vMienteri Perta-
hanan. Fial ini menanggapi kebijakan Pangliima
TINI Jenderal Gatot NWurnmantyo yang rmenang-
suhkan kerjasama dengan militer Australia. "Ya
itu kalau kerjasama kan memang secara adrmi-
nistrasi Menhan, tetapi yvang punya personillkan
TINI. Tidak masalah (secara hukum),” kata Su-
kamta, di Cikini, Jakarta, Sabtu (7/1).

Namun, Anggota Komisi T DPR RT itu mengaku,
Ihal itu jangan dipertentangkan karena keduanyva
merupakan institusi yvang mengurusi Tentara
Nasional Indonesia. Menurut dia, Panglirma TINI
pPpast sudah koordinasi terkait penangguhan ker-
jasama. "Saya kira mereka sudah berkoordinasi,
pranglima tidak mungkin membuat langkah yang
gegabah. Cuma kalau maau melakukan itu tidak
rerlu lapor dulu ke mmasyarakat, itu urusan in-
ternal mereka,”” ujarnya. .

Kemudian, Sukamta meminta kepada perme-
rintah Indonesia unNntuk Memaafikan ulah Auas-
tralia, karena melaluii Menteri Pertahanmnan Aus-—
tralia Marise Payvne sudah rmenvyvampaikan
permohonan maafdan berjanji akam mengin-
vestigasi adanyva oknum vang diduga meleceh -
kan Pancasila damn TINI. "Sayva kira sudah ada
permintaan maaf dari pejabat resmi di Australia
itu cukup,” jelas dia.

Oleh karena itu, Sukamta mengatakan, pihal-
nya sebagai mitra kerja TINI dan Menteri Perta-
hanan akan memanggil keduanya untuk men-
jelaskan secara detail apa yvang terjadi sebenarmya
dengan Australia. "Salah satu agenda yvang perlu
diprioritaskan di awvwal mmasa sidang, kita alkan
memanggil Panglirma TINI dan meminta keterang-
an persoalan ini supava jelas duduk persoalannya
dan keterangan vang utuh,” tandasnvya. (aen)
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